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4.3 Kesimpulan 

Kejahatan kesusilaan termasuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak 

merupakan salah satu permasalahan yang bersifat global dikarenakan kasus ini terus 

menerus terjadi di manapun termasuk Indonesia dan Louisiana (Amerika Serikat). 

Terkait dengan tindakan kekerasan seksual terhadap anak, Negara Indonesia 

memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan 

Anak) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual sebagai acuan utama dalam menjatuhkan ancaman pidana bagi 

pelaku yang bersangkutan. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku 

tersebut berupa pidana penjara (sistem pemasyarakatan) yang memiliki jangka 

waktu maksimal yaitu 20 tahun dan/atau pidana denda sebagai pidana pokok, serta 

pengumuman identitas pelaku dan/atau ganti rugi sebagai pidana tambahannya. 

Selain itu, terhadap mereka yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak berupa pelaku pengulangan tindak pidana, 

pelaku yang memiliki kewenangan untuk melindungi anak, dan/atau menimbulkan 

korban lebih dari 1 orang, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu 

atau hilangnya fungsi reproduksi, serta meninggal dunia juga dapat diberikannya 

sanksi tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta 

rehabilitasi. Bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang tidak 

memenuhi syarat dalam penjatuhan sanksi tindakan tersebut, maka setelah selesai 

menjalankan pidana pokoknya mereka tidak akan ditangani secara lebih lanjut. 

Pelaku tersebut akan terbebas sepenuhnya dari ancaman pidana apapun yang 

menyangkut tindak kejahatan yang diperbuatnya dan kembali ke dalam masyarakat 

tanpa adanya pembatasan hak dan ruang gerak. Akibatnya, beberapa kalangan 

masyarakat di Indonesia menyerukan untuk menindaklanjuti pelaku tersebut setelah 

terbebas dari pemidanaannya agar mereka merasa jera dan tidak secara semena-

mena melakukan pengulangan akan tindak pidana. Selain itu juga, dalam rangka 

menghormati korban dari tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat 

mengalami dampak berkepanjangan bahkan sampai seumur hidup. Melihat 
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penanganan pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Negara Indonesia, 

hal ini dikatakan belum ketat karena tidak sebanding dengan penderitaan yang 

dialami oleh korban. 

Salah satu negara di dunia yang menangani pelaku tindakan kekerasan seksual 

terhadap anak secara ketat seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia yaitu 

Negara Bagian Louisiana yang terletak di Amerika Serikat. Negara Bagian 

Louisiana mengacu pada statuta berupa Revised Statutes Title 14 Criminal Law dan 

Title 15 Criminal Procedures dalam menjatuhkan pemidanaannya terhadap pelaku 

yang bersangkutan. Selain memberlakukan pidana pokok berupa pidana denda, 

pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa, serta pidana mati, Negara Bagian 

Louisiana juga memberlakukan ketentuan pidana tambahan yang bersifat wajib 

diberlakukan bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak setelah 

terbebas dari pemidanaannya. Ketentuan pidana tambahan tersebut berupa 

administration of medroxyprogesterone acetate (MPA) to certain sex offenders, 

unlawful presence of a sex offender, unlawful presence or contact of a sex offender 

relative to a former victim, wearing of masks, hoods, or other facial disguises in 

public places prohibited; penalty; exceptions; permit to conduct Mardi Gras 

festivities; wearing of hoods, masks, or disguises by sex offenders, distributing 

candy or gifts on Halloween and other public holidays by "sex offenders" 

prohibited; penalty, mandatory restitution, registration of sex offenders and child 

predators, notification of sex offenders and child predators, prohibition of 

employment for certain sex offenders, serta electronic monitoring of sexually violent 

predators or child sexual predators. Ketentuan tersebut dijalankan oleh semua 

pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Negara Bagian Louisiana tanpa 

memandang berat atau ringannya tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu yang cenderung panjang bahkan sampai seumur hidup. Terkait dengan 

ancaman pidana penjaranya, Louisiana tidak memiliki ketentuan yang menyatakan 

tentang jangka waktu maksimal yang dapat diterapkan bagi pelaku kejahatan. 

Berdasarkan hal tersebut, tidak heran apabila Louisiana mengatur dan menjatuhkan 

ancaman pidana penjara yang tergolong panjang jangka waktunya terhadap pelaku 

kejahatan termasuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan akan 

pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Louisiana dikatakan tidak 
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efektif serta tidak sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang 

diberlakukan yaitu berintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat karena dalam 

pelaksanaannya baik pidana pokok maupun pidana tambahan tersebut memiliki 

jangka waktu yang tergolong panjang bahkan sampai seumur hidup sehingga 

pelaku yang bersangkutan menjadi terbatas hak dan ruang geraknya serta tidak 

memiliki celah untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat karena mereka 

cenderung diasingkan. Berdasarkan hal tersebut, Negara Indonesia perlu 

mempertimbangkan untuk mentransplantasikan ketentuan pidana tambahan yang 

diberlakukan di Negara Bagain Louisiana ke dalam sistem pemidanaannya. 

Walaupun ketentuan pidana tambahan tersebut tidak berlaku secara efektif di 

Louisiana, akan tetapi hal ini belum tentu tidak berlaku secara efektif juga di 

Indonesia. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan melihat pada kebutuhan, keadilan 

bagi korban, serta pencegahan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak 

yang semakin buruk. 
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